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<b>ABSTRAK</b>

Secara yuridis formal partisipasi perempuan di bidang politik telah dijamin konstitusi. Pasal 27 ayat (1)
UUD 1945 dengan tegas menyatakan perlakuan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Disamping
itu terdapat komitmen resmi pada konvensi-konvensi internasional menyangkut partisipasi politik
perempuan yang sudah diratifikasi yakni Konvens tentang Hak-hak politik perempuan (The Convention on
Political Rights for Women) melalui Undang-Undang Nomor 68 tahun 1958 dan Konvensi Penghapusan
Segala Bentuk diskriminasi terhadap Perempuan (the Convention on Elimination of all Forms of
Discrimination) melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984. Dapat dikatakan Indonesiatelah
mengikatkan diri untuk melaksanakan kebijakan untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap
perempuan, antara lain mencantumkan prinsip persamaan hak dan kewajiban, kedudukan, peranan, dan
kesempatan bagi perempuan dan laki-laki dalam peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan
dengan upaya untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik. Namun, kenyataan politik di
Indonesia masih jauh dari idealisme tersebut. Dilihat dari proporsinya, jumlah perempuan sebagai anggota
parlemen masih belum signifikan. Rendahnya porsi perempuan tersebut jika dikaitkan dengan keterwakilan
sebagai salah satu mekanisme dalam dunia politik, maka hasilnya sangat memprihatinkan. Akibatnya pun,
banyak kebijakan dan program pembangunan yang ditujukan kepada perempuan sering tidak peka gender.
Realitas demikian tampaknya ikut melatarbel akangi akomodasi kuota 30 persen perempuan di lembaga
parlemen melalui kebijakan affirmative action yang diterapkan melalui UU No. 31 tahun 2002 tentang Partai
Politik dan UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu, khususnya dalam Pasat 65 ayat (1). Namun persoalan
yang timbul kemudian adalah bagai mana ketentuan-ketentuan yang terkait dengan representasi politik
perempuan yang ada dalam undang-undang politik tersebut dilaksanakan. Dalam mengkaji dan menganalisis
permasal ahan tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis
empiris yang dititiberatkan pada yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif atas permasalahan
keterwakilan perempuan di parlemen akan ditinjau dari produk perundang-undangan yang dikhususkan pada
undang-undang partai politik dan undang-undang pemilu. Sedangkan pendekatan yuridis empiris akan
diarahkan pada implementasi kedua undang-undang politik tersebut. Adapun hasil penelitian yang diperoleh
terkait dengan pokok permasalahan itu adalah: ketentuan-ketentuan yang terkait dengan representasi politik
perempuan yang ada dalam undang-undang politik tersebut khususnya yang menyangkut kuota 30 persen
sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 65 ayat (1) UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu dalam

pel aksanaannya belum efektif. Karena ketentuan tersebut tidak mempunyai kekuatan implementatif yang
dapat menjamin keterwakilan perempuan sebagai talon jadi. Frasa"dapat” yang ada dalam Pasal 65 ayat (1)
UU No. 12 tahun 2003, dinilai merupakan klausul yang menyediakan celah bagi partai politik untuk
menegaskan sifat sukarela atau rekomendatif dari undang—undang tersebut. Ditinjau dari perspektif hukum,
frasa"dapat” dikategorikan sebagai frasa yang abu-abu, tidak mencerninkan suatu ketegasan atau keharusan
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langkah yang harus diambil oleh partai politik dalam mengajukan calon legidatif perempuan. Sehingga ada
celah kelemahan yang pada akhirnya memberikan implikas politik terhadap pencal onan anggota perempuan
di DPR. Kondis diatas, lebih diperparah dengan sistem pemilu dalam UU No. 12 tahun 2003 yang
senyatanya mengadopsi sistem prorposional dengan calon terbuka untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD
sesungguhnya tidak mengadopsi daftar calon terbuka. Hal ini tercermin dari pasal-pasal tentang pencalonan,
pemberian suara dan penentuan calon terpilih. Belum lagi, jika ditinjau dari sisi partai partai politik, yang
pada kenyataanya dalam organisasi-organisasi mereka sendiri, partai-partai politik belum menunjukkan
komitmen yang kuat dan rumusan-rumusan kebijakan mengenai kesempatan yang setara bagi anggota
perempuan agar terpilih sebagai fungsionaris partai dan anggota parlemen. Tidak dapat dipungkiri hal itu
memang sangat dimungkingkan terjadi karenalemahnya ketentuan dalam UU No. 31 tahun 2002 tentang
Partai Politik yang dalam beberapa ketentuannya seperti rekrutmen maupun kepengurusan belum ditindak
lanjuti ke dalam bentuk yang lebih melembaga oleh partai politik. Bahkan hal ini didukung dengan dimensi
kultural yang masih dipengaruhi oleh budaya patriarki. Berangkat dari hasil penelitian itu pula maka
kesimpulan yang dapat dicatat dari penelitian ini ialah walaupun saat ini hak-hak politik bagi perempuan
sudah diakui, namun adanya hak-hak politik tersebut belum dapat menjamin adanya pemerintahan atau
sistem politik yang demokratis dimana asas partisipas dan keterwakilan diberi makna sesungguhnya. Ini
artinya, adanya keterwakilan perempuan di dalamnya, dan berbagai kebijakan yang muncul memiliki
sensivitas gender, tidak serta merta dapat terwujud kendatipun hak-hak politik perempuan tersebut sudah
diakui.

<hr>

<i><p>ABSTRACT</b>

In formal jurisdiction, women participation in politics is secured by Constitution. Article 27 paragraph (1) of
the 1945 Constitution (UUD 1945) clearly specifies the equality before law and government. Furthermore,
thereisaforma commitment in International Conventions on women political participations, that is, by the
Convention on Palitical Rights for Women ratified through "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 198- (The
1984 Act No. 7). It is said that Indonesia has bound herself for the implementation of policy in order to
eliminate any form of discrimination against women such as specifying the principles of equal rights and
duties, position, roles and opportunities for women and men in the rules of law, especialy those related o the
efforts of increasing women involvement in politics. However, the political reality in Indonesiais till far
from idealism. In proportion, number of women as members of the parliament is not significant. Lower
proportion of women, if related to their representation as a mechanism in the political world, is still
disheartening. As a consequence, many development policies and programs for women are not sensitive to
gender. Also such reality seems forms the accommodation background of 30 % female quotain the
Parliament through affirmative action applied through the 2002 Act No.21 (Undang-Undang No. 31 Tahun
2002) re Political Party and the 2003 Act No. 21 (Undang-Undang No. 12 Tahun 2003) re General Election,
especially Article 65 paragraph (1). However, the likely major problem arising out later is how to implement
clauses about: existing women political representation in the political laws. Reviewing and analyzing the
problem, the method used is normative and empirical judicial research which emphasizes on normative
judicial method. Normative judicial approach to the problem of women representation shall be viewed from
the product of legislation especialy centered on the laws of political party and general election. Well,
research findings drawn from the topic reveal that clauses are not effective yet related to the women political
representation according to the political law especialy concerned with the 30% quota as specified in the



Article 65 paragraph (1) of the 2003 Act No. 12 (Undang-Undang No. 12 Tabun 2003) re General Election
and itsimplementation. As the clauses have no power of implementation which secures the women
representation as the clearly-won contestant. A phrase "dupal”. (‘'may, be able to') as set forth in the Article
65 (1) of the 2003 Act No. 12 is deemed to be a clause which gives a chance for any political party to
confirm the recommendation of the law. In judicial perspective, the phrase "dapaP (may, be ableto’) is
categorized into an ambivalent phrase, reflecting no determination or obligation for the political party to
take steps in order to nominate women for legidative contestants. Therefore, there is a chance which will by
itself imply politics to the nomination of women contestants to the Parliament. The conditions mentioned
above get worse with the general election system in the 2003 Act No.12 which clearly adopts proportional
system with open nominee for electing Central Parliament ("Legislative Assembly") and DPRD (Regional
Parliament) with still do otherwise. Unfortunately, if it is viewed from the point of political party asin their
own organizations, the political parties are not strongly committed and have no formulation of policieson
the equality for women membersto be elected as party's functionary and members of the parliament. It is
likely to happen because the weak clauses in the 2002 Act No. 31 re Political Party concerning requirements
of recruitment and administration are not yet taken in action plan in more institutional form by the Political
Party. Thisis even backed up with cultural dimensions which are under the influence of patriarchal culture.
According to these findings, a conclusion likely drawn up from the research is even if political rights for
women are now accepted; the political rights could not secure the existence of democratic government and
political system in which the principles of participation and representation are given real significance. It
means that women representation in the democratic government and political systems and any policy with
gender sensitivity can not cometo reality given if the Political rights for women are accepted.</i>



